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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang  

Indonesia memiliki peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi 

terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child sangat memberikan 

efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan 

terhadap anak sangat penting, hal ini dikarenakan anak merupakan penerus kehidupan 

berbangsa dan bernegara sehingga jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun 

mental dan sosialnya. Perlindungan anak pada dasarnya dapat dilakukan secara langsung 

maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung 

ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung.  

Anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama 

dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan 

disekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang 

dimilikinya. Perlindungan anak menurut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak merupakan segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak berkaitan erat 

dengan lima pilar yaitu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah 

dan negara. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa 

anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, 

berkembang dan tumbuh. 
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Kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama menyangkut 

masalah pekerja anak yang sering dijadikan korban atau perbudakan, anak jalanan & anak-

anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. 

Pemenuhan hak anak sebagai bagian dan upaya dalam pemenuhan pemerintah untuk 

menjalankan tanggung jawab dalam merealisasikan peran serta memberikan perlindungan 

terhadap anak Indonesia yang telah diamanatkan dalam ketentuan hukum yang berlaku 

seperti menurut Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Anak. 

Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berlandaskan 

pada Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-

hak anak. Setiap kabupaten atau kota dapat dikatakan layak anak bila mempunyai sistem 

pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara 

terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selain itu, kabupaten atau kota bisa dikatakan 

layak anak jika memenuhi. Lima klaster tersebut, yakni pemenuhan hak sipil dan 

kebebasan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan 

kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan 

perlindungan khusus. Berikut ini jumlah anak yang mengalami korban kekerasan di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Tabel 1. Jumlah Anak Korban Kekerasan Tahun 2017-2019 

NO Tahun 
Jumlah Anak Korban Kekerasan 

(Laki-Laki dan Perempuan) 

1.  2017 812 

2. 2018 674 

3.  2019 376 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 
(SIMFONI) melalui DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 
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Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan yang terjadi di Provinsi 

Sumatera Selatan pada tahun 2017 sebanyak 812 orang, pada tahun 2018 mengalami 

penurunan sebanyak 138 orang, pada tahun 2019 mengalami penurun lagi sebanyak 298 

orang.  Dari tabel diatas yang menunjukan  bahwa jumlah anak korban kekerasan yang 

mengalami penurun dari tahun 2017-2019 terjadi pada tahun 2019. 

Tabel 2. Jumlah Korban Kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 
NO Tahun Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Trafficking Penelantaran Lainnya 

1 2017 335 113 262 2 1 53 86 

2 2018 298 114 238 2 2 43 35 

3 2019 173 83 142 3 2 27 15 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 
(SIMFONI) melalui DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah anak korban kekerasan fisik pada tahun 2017-

2019 dengan jumlah korban kasus terbanyak secara signifikan, meskipun masih terjadinya 

kekerasan fisik pada anak tetap menjadi masalah utama dalam korban kekerasan anak di 

Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan tidak jarang pula orangtua melakukan kekerasan fisik 

terhadap anak dengan alasan untuk mendidik supaya anak dapat terlihat baik dalam 

masyarakat dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28). 

Sedangkan Henry Kempe menyebut kasus kasus kekerasan fisik  dan penganiayaan yang 

dialami anak-anak dengan istilah Batered Child Syndrome yaitu: “setiap keadaan yang 

disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadapap oleh orangtua atau 

pengasuh lain.” Disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan fisik terhadap anak tidak 

hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan 

diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya 

(Suyanto, 2010:27). 

 



4 
 

 
 

 Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan kepada anak ini tergantung dari jenis 

kekerasan yang dialami, salah satunya yaitu dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat 

dari beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak berubah menjadi pribadi pendiam, 

berusaha menjadi baik hingga tidak ada alasan bagi orang untuk berbuat kekerasan fisik. 

Akan tetapi ada sebagian anak berubah menjadi agresif. Perilaku agresif ini digunakan oleh 

anak sebagai bentuk pertahanan dan perlindungan anak dari tidakan kekerasan orang tua. 

Fenomena kekerasan anak dalam keluarga tanpa kita sadari memang sering terjadi. 

Hal ini yang menjadi permasalahan utama oleh peneliti untuk tertarik dalam membahas 

kasus tersebut. Hasil penelitian menurut Praditama (2016:02)  menunjukkan bahwa faktor 

yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga ada tiga yaitu, 

pewarisan kekerasan antar generasi, kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit 

diungkap ke ruang publik, dan latar belakang budaya (adanya hubungan kedudukan dalam 

masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah). 
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Tabel 3. Jumlah Korban Kekerasan Fisik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 
No Unit/Instansi Jumlah Kekerasan Fisik 
1.       Kabupaten Banyuasin 12 

2.       Kabupaten Empat Lawang 11 

3.       Kabupaten Lahat 2 

4.       Kabupaten Muara Enim 18 

5.       Kabupaten Musi Banyuasin 5 

6.       Musi Rawas 14 

7.       Musi Rawas Utara 3 

8.       Kabupaten Ogan ilir 17 

9.       Kabupaten Ogan Komering Ilir 18 

10.     Kabupaten Ogan Komering Ulu 41 

11.     Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 25 

12.     Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 12 

13.     Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir 11 

14.     Kabupaten Lubuk Linggau 32 

15.     Kabupaten Pagar Alam 13 

16.     Kabupaten Palembang 40 

17.     Kabupaten Prabumulih 24 

            Total 298 

Sumber : Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak 
(SIMFONI) melalui DPPPA Provinsi Sumatera Selatan 

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa jumlah kekerasan di Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2018 berjumlah 298. Jumlah kekerasan fisik tertinggi  yaitu Kabupaten OKU 

dengan jumlah 41 dan terendah yaitu Kabupaten Lahat berjumlah 2. Sehingga peneliti 

tertarik mengambil judul tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak untuk melihat 

pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terhadap terjadinya 

kekerasan fisik terhadap anak. 

DPPPA Provinsi Sumatera Selatan sebagai implementor kebijakan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak, tetapi faktanya di lapangan masih ditemukan berbagai 

permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak 

antara lain, belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, media 

massa, dan dunia usaha dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak 

serta, belum optimalnya komitmen implementor di Kabupaten/Kota dalam menurunkan 
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jumlah angka kekerasan fisik pada anak dikarenakan kurangnya anggaran APBD di 

Kabupaten/Kota sehingga membatasi partisipasi dan peran aktif para impementor terkait 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.  

DPPPA Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa mejalankan kebijakan tersebut tanpa 

adanya peran aktif dari pemerintah Kabupaten/Kota  dan lembaga masyarakat karena 

implementor juga memiliki keterbatasan serta  perlu adanya dukungan partisipasi 

masyarakat dalam memberikan pemahaman, membuka wawasan dan meningkatkan 

komitmen bagi organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak.  

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak 

bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan fisik sangatlah penting karena 

pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak akan menghambat kelangsungan hidup anak dan 

perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan fisik akan mengalami rasa 

trauma, serta resiko terhadap fisik buruk atas tindakan kekerasan fisik yang dialaminya. 

Pada pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di 

Provinsi Sumatera Selatan, seharusnya anak mendapatkan hak-hak hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal sesuai harkat 

dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik fisik, 

seksual maupun diskriminasi, asih ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi ataupun 

seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), anak korban penculikan, anak korban 
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kekerasan baik fisik atau mental, dan anak yang menjadi penelantaran orangtua karena 

ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari- hari. 

Masih banyaknya kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan fisik pada anak di 

Provinsi Sumatera Selatan, menurut Women Crisis Center (WCC) Sumatera Selatan 

mencatat jumlah angka kekerasan terhadap di Sumatera Selatan saat ini masih cukup 

tinggi. Tercatat, pada tahun 2019 total kasus kekerasan yang terjadi yakni sebanyak 138 

kasus dengan rincian pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya 72 kasus, kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 38 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 16 

kasus dan kekerasan lainnya sebanyak 12 kasus (Sindonews.com, 2020). Sehingga belum 

optimalnya terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan uraian 

masalah diatas penulis melakukan penelitian untuk melihat pelaksanaan kebijakan 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Sumatera Selatan khususnya kekerasan fisik 

pada anak. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan?  

C.   Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak-Hak Anak di Provinsi Sumatera Selatan. 
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D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami 

implementasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak anak.  

2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait mengenai evaluasi 

kebijakan publik dengan harapan dapat terciptanya kebijakan yang mampu mengatasi 

permasalahan dalam kehidupan masyarakat luas dan kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat tersebut. 
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